
 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

NOMOR  12    TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 
28 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM  E-PLANNING 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem E-Planning 
Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap  Peraturan 

Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Sistem e-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu 

dilakukan penyesuaian; 
 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaah 
staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 050/Bappeda-
Set/I/2018/17.a tanggal 23 April 2018, dipandang 

perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;  
 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaskud dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 

2018 tentang Pelaksanaan Sistem e-Planning 
Kabupaten Kepulauan Meranti; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomot 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 
 

 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Publik 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
 

 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kapubaten Kepulauan Meranti di Provinsi 

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4968); 



 
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan; 

 
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5657); 
 

 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 
 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita 
Negara Republik  Indonesia Tahun  2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 
 

 

 11. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata 

cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang 
rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan 
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta 

Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka 
panjang Daerah, rencana pembangunan jangka 

menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah 
daerah; 



 
12. 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 
 

 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 
2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 
8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8); 
 

 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 
10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Nomor 10 tahun 2018); 

 
 15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 

2018 tentang Pelaksanaan Sistem e-Planning Kabupaten 

Kepulauan Meranti; 
 

 16. 
 

 
 
 

17. 

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; 
 

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 Tahun 
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 94); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 28 
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM E-

PLANNING KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 

2018 tentang Pelaksanaan E-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 28), diubah 

sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17 
Untuk terwujudnya transparansi dalam perencanaan, Pelaksanaan e-Planning 
diselenggarakan secara online. 

 
 

 



Pasal II 
 

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 
 

 

Ditetapkan di Selatpanjang 
pada tanggal 11 Januari 2019  

     
BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
 
 ttd 

 
                   I R W A N 

 
 

 
Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 11 Januari 2019 

 
Sekretaris Daerah Kabupdaten Kepulauan Meranti 

 
 

 
ttd 

ERITA DAERAKABUPDATEN KEPULAUAN MERANTI 

YULIAN NORWIS 
NOMOR  

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 
12 

 


